
L ·\.Jndarig-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentu.kan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten 
dalam lingkungan Da.erah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

a. bahwa dalam rangka pclaksanaan dan pcngclolaan 
Pcndapatan Asli Daerah Kabupaten perlu penghargaan 
kepada pelaksana pemungut Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah atas pcncapaian kinerja dalam melaksanakan 
pcmungutan dengan pcmberian Insentif; 

b. bahwa untulc tertib administrasi dan mcmperlancar sistim 
pelaksanaan dan pcngclolaan Pendapatan Asli Dacrah 
Kabupaten Nias, dalam pemberian dan pcmanfaatan 
insentif kcpada pclaksana pcmungut Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah atas pcncapaian kinerja dalam 
mclaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatannya dalam Pcraturan Bupati Nias; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pad.a huruf a dan huruf b di atae, maka perlu mcnetapkan 
Peraruran Bupati Nias tentang Tata Cara Pemberian daft 
Pcmanfaatan Insentif Pcmungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias; 

BUPATI 1'1A8, 

Dlt!IGAII RAHIIAT TUIIAJf YAIIG IU.BA BSA 

TEllTANG 

TATA CARA PBIIBBRIAJI DAR PBIIAJlll'AATAN UISBNTD' 
PBIIUIIGUTAR PAJAK DABRAR D.Alf RBTRIBUSI 

DAERAH LOIGKUP PBIIBIWITAR 
KABUPATBII IIIAS 

PBRATURAII BUPATI RIAS 
NOIIOR 17 TAll111' 2015 

Mengingat ' 

; 
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BER.XTA DAERAH 
KABUPATEN NXAS 

l'IOMOR : :.SO 
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ten tang 
Republik 

Lemba.ran 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5. Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d.an 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta.tnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Unda.ng-Undang Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran. 
Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn.or 5072); 

8. Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 
5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.inbahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Le.m.baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58. Tainbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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11. Peraturan. Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 41 . Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Neg~a Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Norn.or 4741); 

.: 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnscntif Pel'nungutan 
Pajak Daerah dan Retribuai Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Norn.or Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123); 

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebaga.unana telah diubah beberapakali terakhir dengan · 
Peraturan. Menteri Dalaxn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tenta.ng Perubahan Kcdua atas Peraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 
tenta.ng Pembcntukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata.n Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Pernerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias 
(Lem.baran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nornor 12 
Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Nias 
Nornor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata· Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten dan Sekretariat Dewan Per-wakilan Rakya. 
Daerah Kabupatcn Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Taznbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 7); 

:20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nornor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupatcn Nias Norn.or 8); 
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Menetapkan : PBRATURAll BUPATI lflA8 TBRTAJIG TATA CARA 
PBIDIBRIAII DAii PBIIAlll"AATAlf -IRSBIITIII' PBIIIUKGUTAII 
PAJAK DABRAII DAii RBTIUBU8I DABRAH UIIOKVP 
PBIIBRDITAR KABUPATBN lfJAB. 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 
tcntang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kccamatan den 
Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tamba.han Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupatcn Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Nias {Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 2 · Seri D, Tambahan 
Leinbaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2011 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Dacrah 
Kabupaten Nias Nomor 7); 

26. Pcraturan Daerah Kabupatcn Nias Nomor 7 Tahun 2011 
tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Dacrah Kabupatcn Nias Tahun 2011 Nomor 7 
Seri C); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C); 

28. Peraturan Dacrah Kabupatcn Nias Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C); 

29. Peraturan Da.erah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertcntu (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Nias Tahun 2011 Nomor 12 Seri C); 

30. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Kcuangan Daerah Kabupaten Nias 
(Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 
Seri E); 
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Dalam Peraturan ini yang di.maksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah clan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya · dalam sistim clan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Nias. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat daerah · pada pemerintah daerah 'SClaku Pcngguna 
Anggaran/Pengguha Barang. 

8. Dess. adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
sclanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berweriang untuk mengatur clan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdaaarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau halt tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Insentif Pemungutan Pajalt Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disebut lnsentif adalah t.ambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan ,pemungutan pajalt 
dan rctribusi. 

10. Pajalt Daerah, yang selanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ·tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh · Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek clan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan pcnagihan pajak atau retribusi 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

13. Pelajcsaria Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah aparat. 
. pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijajaran 

Pemerintah Kabupaten Nias. 
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemcrintahan Desa yang berkedudukan 

sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

BABI 
KETEJIITUAII UMUlll 

Pasal 1 
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BAB IV 
PEJIIERDIA llfSBIITD' PBIIUROUTAJII PAJAK 

DA.BRAH DAii RBTRIBUSI DA.BRAH 
Pasal 4 

( 1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah 
diberlkan kepada SKPD pelaksana pemungut. 

(2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara 
proporsional kepada, antara lain: 
a. Bupati Nias, sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; 
b. Wakil Bupati Nias, sebagai wakil penanggungjawab pengelolaan 

keuangan daerah; 
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 

BABW 
PR11181P PBIIBERIAJI DAJI PBIIAIIFAATAll llfSBIITIJI' 

Pasal 3 
{l) Pemberian dan pemanfaatan Insenti.f pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah clilaksanakan berdasa.rkan asas kepatutan, kewajaran 
dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, 
serta karaktcristik dan kondisi objekti.f daerah. 

(2) SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibcrikan 
Insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana pencapaian 
target penerimaan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah yang telah 
ditctapkan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah setiap tahun 
anggaran bcrkcnaan di masing-masing SKPD pclaksa.na pcmungut Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

(3) Pemberian dan pemanfaatan lnsentif pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2j dimaksudkan 

. untuk, antara lain: 
a. Meningkatkan kinerja SKPD. 
b. Meningkatkan semangat kerja bagi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri 

Sipil di masing-masing SKPD. 
c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
d, Meningkatkan pelayanan kcpada masyarakat. 

Pcraturan Bupati Nias ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Inscntif Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah kepada 
Pelaksana Pemungut lingkup Pemerintah Kabupaten Nias. 

BABU 
RUAIIO LIROKUP PBMBBIUA!f DAii 

PEMAJ'fFAATAJflNSBNTIF 
Pasal 2 
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BABV 
PEIIBBRIAll DA.II PBIIAJlll'.AATAII IIISBIITD' 

Pasal 6 

( 1) Pemberian dan pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awa! triwulan berikutnya 
untuk tahun berkenaan. 

(2) Target kinerja suatu triwulan tidak te~paj.,_ !!l~CJltif untuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai 
target k:inerja triwulan yang ditentukan. 

(3} Target kinerja pada akhir tahun a.nggaran penerimaan tidak tercapai, tidak 
membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

Pasal 5 

(1) Penerim.a Inaentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 2 dalam 
mela.ksanakan tugasnya wajib diusulkan kepada Bupati Nias melalui 
Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
untuk diterbitkan Surat Tugas dalam rangka membantu SKPD pelaksana 
pemungut. 

(2) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sehegaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 3 dalam 
melaksanakan tugasnya wajib cliusulkan 1 (satu) orang per Desa oleh 
Camat masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Nias kepada 
Kepala SKPD pelakaana pemungut untuk diterbitkan Surat Tugaa dalam 
rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. 

d. SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah den Retribusi Daerah, yang 
terdiri dari beberapa unsur, antara lain: 
1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil SKPD Pelaksana Pemungut Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
2. Camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Kantor Camat se­ 

Kabupaten Nias dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing wilayah 
kecamatan se-Kabupaten Nias; dan 

3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan lingkup 
Pemerintah Kabupaten Nias khusus dalam rangka membantu SKPD 
pela.ksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. 

(3) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku khusus kepada masing­ 
masing SK.PD pela.ksana pemungut yang telah mempunyai target 
Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran berkenaan. 

(4) Pcnerima. lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kepada SKPD yang 
telah meaja.di Sadan, Layanan Umum Daerah Kabupater; Nias. 
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Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

(4) Realisasi pemberian Insentif terkait target kinerja pada akhir tahun 
anggaran penerirnaan tidak tercapai sehingga terdapat sisa lebih anggaran, 
wajib disetorkan kembali ke kas daerah pada akhir ta.bun anggaran 
berkena.an. 

(5) Dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana yang telah ditctapkan dengan Keputusan Bupati Nias 
berdasarkan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah setiap tahun 
anggaran berkcnaan di masing-masing SKPD pelaksana pemungut, maka 
pemberian inscntif wajib sesuai dengan rcalisasi pencapaian target untuk 
masing-masing jcnis Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah dengan persentase 
pcmberian, sebagai berikut: 
a. Berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, untuk: 
1. Sampai dengan triwulan I 15% (lima belas perseratus). 
2. Sampai dengan triwulan II 40% {empat puluh perseratus). 
3. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima perseratus). 
4. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus perseratus). 

b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas 
perseratus) atau 1ebih, lnsentif diberikan pada awal t'riwulan II. 

c. Apabila pada ·akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas 
perserarue], lnsentif tidak diberikan pad.a awal triwulan II. 

d. Apabila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai 400A, (empat puluh 
perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum 
dibayarkan dan triwulan II. 

e. Apabila pada akhir triwulan ll realisasi k:urang dari 40% (empat puluh 
perseratus), Insentif untuk triwulan II bclum dibayarkan pada awal 
triwulan Ill. 

f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh 
lima perserarus), Inscntif tidak diberikan pada awal triwulan IV. 

g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh 
li.ma perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV. 

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 1000/o (scratus 
perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belwn 
dibayarkan. 

i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus 
perscratus) tetapi lebih dari 75% (tajuh puluh lima perseratus}, lnsentif 
diberikan untuk triwulan Ill dan triwulan sebelumnya yang bclum 
dibayarkan. 
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(1) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 5% (lima 
perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah 
ditetapkan pada Angga.ran Pendapatan dan Belanja Oaerah setiap tahun 
anggaran berkenaan di masing-masing SKPD pelaksana. 

(2) Besarnya lnsentif yang ditetapkan paling tinggi 5% (lima perserarus) dari 
rencana target penerimaan di masing-masing SKPD pelaksana pemungut 
dengan menggunakan formulasi menjadi 100% (seratus perseratus) dari 5% 
(lima perseratus). 

(3) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing­ 
masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
berdasarka,n basil capai realisasi penerimaan target kinerja dengan 
menggunakan fonntilasi 1 ()()OA, (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah setiap tahun anggaran berkenaan, dengan susunan pencrima dan 
besaran persentase Inscntif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sebagai berikut: 
a. Bupati Nias, sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, 

sebesar 13% [tiga belas perseratus); 
b. Wakil Bupati Nias, sebagai wakil penanggung jawab pengelolaan 

keuangan daerah, sebesar 10% (scpuluh perseratus); 
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dacrah, 

sebesar 7% (tujuh perseratus); dan 
d. SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

terdiri dari beberapa unsur, antara lain: 
1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil SKPD Pelaksana Pcmungut Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
2. Camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Kantor Camat se­ 

Kabupaten Nias dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasing-masing wilayah 
kecamatan se-Kabupaten Nias; clan 

3. Kcpala Desa/Lurah clan/atau Perangkat Desa/Lurah lingkup 
Pemerintah Kabupaten Nias khusus dalam rangka membantu SKPD 

· pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. 
sebesar 70% (tujuh puluh perseratus). 

(4} Besamya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing­ 
masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dalam pelaksanaannya masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak 

. Daerah dan Retribusi Daerah wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
SKPD yang disertai dengan Berita Acara tentang Pembagian Besa.mya 
lnsentif yang dibayarkan dan melaporkan kepada Bupati Nias sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

BAB VI 
BBSARAJII IIISUTII' 

Pasal 8 
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Pasal 10 
Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh maaing-maaing 
SKPD pelaksana pemungut dalam pembayarannya wajib dilengkapi dcngan 
Daftar Target dan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja masing­ 
masing SKPD pelaksana pemungut yang dibuktikan dengan hasil Rekonsiliasi 
antara SKPD pelaksana pemungut, Dinas Pendapatan Kabupaten Nias dan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aaet Daerah Kabupaten Nias serta print out 
rekeriing koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing 
SKPD pelaksana pemungut kc Kas Daerah Kabupaten Nias yang terbitkan oleh 
Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang ditunjuk sebagai Bank penampungan 
setoran Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah. 

(1) SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib 
menyusun Pengganggaran lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah untuk sctiap tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 
rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran berikutnya di 
masing-masing SKPD pelaksana pemungut. 

(2) Dalam hal target penerimaan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah pada 
akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran 
Insentif beh.un dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka 
pemberian lnscntif diberikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(3) Dalam hal pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu SKPD pelaksana 
pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengusulkan kepada Bupati 
Nias dengan mempedomani: proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Dacrah setiap tahun berkenaan. 

BAB VD 
PEROAIIOOARAII, PELAK8AIIAAII DAii 

PBRTAJIOOUIIOJAWABAlf 
Pasa.l 9 

(5) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada maeing­ 
masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d butir 3 ditetapkan paling 
tinggi 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Besarnya lnsentif yang dibayarkan secara proporsional kcpada masing­ 
masing SKPD pclaksana pcmungut Pajak Dacrah dan Retribusi Oaerah 
berdasarkan basil capai realisasi pcnerimaan target kinerja dengan 
menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana climaksud 
pada ayat (3), khusus kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah dan/atau 
Perangkat Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d butir 
3, besaran pcmbayaran Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% [lima 
perseratus) dari besa.rnya lnsentif setelah menggunakan formulasi 10()0/o 
(seratus perseratus). 
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BBRITA DA.BRAH KAJIUPATBJ( JIIAS TABUR 20US KOIIOR : :JO 8ll:RI : B 

F 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 30 Juli 2015 
SEKRBTARIS DABRAII '.ATBJI IIIAS, 

SOKHIATULO LAOLI 

ttd 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 30 Juli 2015 

BUPATI IIIAS. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Nias. 

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABVJD 
KBTEBTUAJf PEIIUTOP 

Pasal 11 


